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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2( TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah, Jenis Pajak Penerangan Jalan,
maka sebagai dasar Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
dipandang perlu adanya Sistem dan Prosedur Pemungutan
Pajak Penerangan Jalan,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;

1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



10.

11,

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 6 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4995);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang
2



menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2008 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
22 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur.

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Unit Kerja Terkait (UKT) adalah Dinas/Unit/Satuan Kerja yang mengelola
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah baik keseluruhan maupun sebagian di
bawah dan/atau di luar Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Dispenda adalah unsur
pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah disingkat Kadispenda adalah Pimpinan

Dinas Pendapatan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati Kotawaringin Timur.

Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank

Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur.

. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber

dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain.

. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang

oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
3



12.

13.

14.

15

16.

1%

18.

19.

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu
lain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, kegiatan penagihan pajak dan retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak atau wajib
retribusi serta pengawasan penyetoran.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau
penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual
barang yang telah disita.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran-
lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan
penghitungannya.

- Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



24.

25.

26.

29.

30.

31.

Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,yang diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

.Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak.

~Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi

penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, dan
penyitaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang,
dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang
perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang
terutang.

.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD

adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.

Tanda Bukti Pembayaran yang disingkat TBP adalah bukti pembayaran
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bendahara Dipenda.

Surat Tanda Setoran yang disingkat STS adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Bendahara Dipenda dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah.



32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD,
atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKPD yang diajukan oleh Wajib Pajak.

35. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau
penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding
berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

37. Sistem dan Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi seluruh pembangkit listrik.

Pasal 3
Dikecualikan dari objek pajak adalah :
a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. Penggunaan tenaga Listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh
kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan azas timbal balik;

¢. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu
yang tidak memerlukan izin dari Instansi teknis terkait;

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang
dapat menggunakan tenaga listrik;

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan tenaga listrik;

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber Ilain, Wajib Pajak
Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.



BAB III
PROSEDUR PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5
(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya
beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang
ditagihkan dalam rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik,
jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku
di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
Pasal 7

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak
bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga
persen);

Pasal 8

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan
Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 9

Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).

BAB IV
PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah
Daerah dalam hal ini Dipenda dalam jangka waku selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan wusahanya, kecuali
ditentukan lain;

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Dipenda akan mendaftar usaha Wajib Pajak
secara jabatan.

(3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
sebagai berikut :



(4)

5)

. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan

menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dipenda;

Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan
kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :

Fotocopy KTP pengusaha /penanggung jawab /penerima kuasa ;
Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha ;

Fotocopy SIUP, jika ada ;

Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada ;

@ e 02 P =

Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan
dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa ;

Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah
memberikan Tanda terima pendaftaran;

Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir

| pendaftaran, Kepala Dipenda menerbitkan :

1. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dan Sistem
Pemungutan Pajak Daerah yang dikenakan ;

2. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib
Pajak;

3. Kartu NPWPD ;
4, Maklumat;
5. Sistem Pemungutan Pajak.

Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan
Maklumat kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai
Tanda terima pendaftaran.

Contoh Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan/Pemilik Usaha
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati Ini.

Bagan Alur Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak tercantum
dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

BABV
MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 11

Pajak dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kelender, yang menjadi
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang.

Pasal 12

Saat Pajak Terutang adalah pada saat berlangsungnya kegiatan yang dapat
dikenakan pajak dan/atau pada saat ditetapkannya surat keterangan pajak.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 13

Setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri
diwajibkan mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada
Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa
pajak.

Jika batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilaksanakan pada
hari kerja berikutnya.

BAB VI
PROSEDUR PEMUNGUTAN/PENETAPAN PAJAK

Pasal 14
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;

Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan;

Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak terutang dengan menggunakan
SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Contoh Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tercantum
dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan.



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(3)

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib
pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

Pasal 16
Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan
sanksi administratif berupa bunga sebesar (2%) (dua persen) setiap bulan
untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dan ditagih melalui STPD.
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BAB VIII
PROSEDUR PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24
jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan TBP.

(4) Contoh Formulir Contoh Formulir Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda
Bukti Pembayaran (TBP) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V
Peraturan Bupati ini.

(5) Bagan Alur Prosedur Pembayaran Pajak tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini.

Pasal 18
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar.

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen)
perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

(5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat
ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
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BAB IX
PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20
(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. Menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
Penetapan dan Penghapusan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dari
Wajib Pajak.

b. Membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah;

¢. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

d. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kehilapan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau pejabat
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan
keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Bupati atau Pejabat Berwenang tidak memberikan keputusan,
Permohonan pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

(5) ApaBagan Alur Prosedur Pembetulan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan
Permohonan Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati
ini.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
Pejabat yang diberi Kewenangan atas suatu :

a. SKPD;

b. SKPDKB;
c. SKPDKBT:;
d. SKPDLB:
e. SKPDN.
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(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB dan SKPDN
diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

(3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

(4) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 |(dua belas) bulan
sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima sudah memberikan putusan.

(5) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 22

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

(1)Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 atau
banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan paling lambat selama 24
(dua puluh empat) bulan.

(2) Bagan Alur Prosedur Penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan
STPD terlampir dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara  tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

b. Masa Pajak;

¢. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.
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(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui
Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan
SPMKP.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat
memberikan imbalan bungan sebesar 2 % (dua persen) par bulan atas
keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, pembayarannya dilakukan
dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan /atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun
tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah
daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Pajak.
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Pasal 27

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII
PROSEDUR PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

(1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip
pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan
pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang
menjadi dasar pengenaan pajak.

(2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselenggarakan dengan
sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha
sebenarnya.

(3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan
kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib pajak harus disimpan sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 29

(1) Bupati berwenang menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan dalam
menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka
melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan Tanda
Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wayjib :

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen
yang terkait yang berhubungan dengan pajak terutang;

b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki ruangan atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan;

¢. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan
kas, bon/bill penjualan ataupun sistem pembukuan;

d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan
jelas;

e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan
guna menunjang kelancaran pemeriksaan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka pajak terutang
ditetapkan secara jabatan.
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(5) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi Wajib
Pajak.

(6) Tata cara pemeriksaan dan pelaporan akan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(7) Bagan Alur Prosedur Pembukuan dan Pemeriksaan, Bagan Alur Prosedur
Pembetulan Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan Internal,l dan Bagan Alur
Prosedur Restitusi tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, dan
Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
PROSEDUR PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
Perpajakan Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.

d Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan = bahan  bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.

g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada hurufe.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah tersebut.

I.  Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi.

J. Menghentikan penyidikan.
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k, Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada |Penuntut Umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 4 Maret 2015

BU PA‘I;[_'_ @?AWARIN GIN TIMUR,

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 4 Maret 2015

SEKRETARIS,DAERAH Al FOPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

BERITAD 'ERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 26
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

PAJAK PENERANGAN JALAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB
PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA

Nomor Formulir :

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf cetak
2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali

Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

| 1. NAMA BADAN USAHA

2. ALAMAT USAHA

- Jalan No.

-RT/RW

- Kelurahan/Kecamatan

- Nomor Telepon

3. Suratizin yang dimiliki (Fotocopy dilampirkan)

- Surat Izin

NG

- Surat Izin

NO:s s s,

- Surat Izin

NO. ..ooovvveenin,

- Surat Izin

No. .........

4. BIDANG USAHA

5. NAMA PEMILIK/PENGELOLA

6. ALAMAT

 (Fotocopy KTP/SIM/Identitas lain agar dilampirkan)

- Jalan No,
- RTIRW
| - Kelurahan/Kecamatan
- Kabupaten/Kota
- Nomor Telepon
| 7. Kewajiban Pajak : _
8. PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan Sampit, ......oocoovivie
PEMILIK / PENGELOLA akibatnya termasuk  sanksi  sesuai
peraturan perundang yang berlaku, maka
saya menyatakan data beserta lampiran- o S s remmmnaresns )
Coret yang tidak perlu lampirannya adalah yang sebenarnya. Nama Jelas
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA : DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA -
- Diterima tanggal : Nomor Registrasi : '
- Nama Jelas/NIP :
- Tanda Tangan
Nomor Formulir
TANDA TERIMA
Alamat
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR &€ TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagan Alur Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

ol Seksi Pendaftaran
\' Mulai ) dan Pendataan
t Mendata WP —‘
o , A
/ maupun WP yg
/ telah memiliki
/ NPWPD
L _ —/'t—
/"/’ \.\\
e Rl WP Tidak
————WP Mendaftarkan Diri———— | <30 hari sejak usaha > | 2
oy /// Mendaftarkan Diri
| \
Menganﬂl meng:s: 4 oy
menandatangani Formulir - *‘ fo —t Pendaftaran Objek ‘
i Pendaftaran | — ‘ LSecara Jabatan
l | FckPwp |
[ —‘ | FC Domisili _'L .
Menyampaikan Formulir 1 FCsiupP w |
| Pendaftaran & Lampiran |__FCPrinsip |
‘ FC Akta Pendirian
T FCSuat | | |
Kuasa(Jika
dwakllkan] l
o ‘ FMamenksa pengisian forml.mr &
kelengkapan lampiran |
— .
Menerbitkan NPWPD &
‘Mancatat dalam Daftar Induk WPL—-J DAFTAR INDUK
sesuai jenis Objek Pajak B _
s v T
Kartu NPWPD
T — T E g Menyerahkan NPWPD dan | |
Pemasangan | Maklumat Pajak Daerah : . SR
‘ Maklumat Pajak * ‘ Meklumat Pajak kepada WP
| Daerah di tempat ‘ — . =)
usaha . o

BUPATI AKQ'-E:%\\WARINGIN TIMUR,
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 2€ TAHUN 2015

TANGGAL 4 MARET 2015 _

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)

PENERANGAN JALAN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH

Nama Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak
Nama Perusahaan
NPWPD

B. DATA UMUM WAJIB PAJAK DAERAH
Asal Tenaga Listrik [ ] PN [ ] NonPLN
Golongan Tarif E] Industri/Bisnis [:, Rumah Tangga |:| Sosial D Lainnya

Beri tanda silang pada kolom yang dimaksud
Untuk yang menggunakan Tenaga Listrik PLN

Dayalistik e Kwh
Penggunaan Tenaga Listrik ... Kwh
Tarif Listrik (sesuai kuitansi PLN) L ———— per Kwh

Untuk yang menggunakan Tenaga Listrik Non PLN
Kapasitas Tenaga Listrik tersedia ..o Kwh
Taksiran Penggunaan Tenaga Listrik — .............ocooovooi Kwh
Harga Satuan (sesuai SK Bupati) R oo, per Kwh

C. PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Nilai Jual Tenaga Listrik (Daya x Jumlah penggunaan listrik x tarif listri/harga satuan)  : Rp

Pajak Daerah Terhutang (3% / 1,5%) :Rp
Pajak Daerah disetor melalui STS/TBP 'Rp
Pajak Kurang/Lebih Setor ‘Rp

‘Rp

D. DATA PENDUKUNG

D STS/TBP D Rekapitulasi Penggunaan Listrik DRekapilulasi Kuitansi D ..............................

Beri tanda silang pada kolom yang dimaksud

Diterima oleh :

Sampit,
Wajib Pajak/Penyetar,
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2L TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SURAT TANDA SETORAN (STS)
STS No. : Bank : Bank Kalteng Cabang Sampit
No. Rekening
Harap diterima uang sebesar Rp
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :
No. Kode Rekening Uraian Rincian Objek Pendapatan Asli Daerah | Jumlah (Rp)
; !
2
| 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|15 -
|
I
Uang tersebut diterima Bank, Mengetahui :
Tanggal : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bendahara Penerimaan,
Kabupaten Kotawaringin Timur,
........................... NIP
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LAMPIRAN V  : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2C TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015 _
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

PAJAK PENERANGAN JALAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR |
TANDA BUKTI PEMBAYARAN No.
- NOMOR BUKT! : ...
Bendahara Penerimaan SKPD
Telah menerima uang sebesar PRD e
OO DO
........................................................... Fissiiasinssonnansraneona)
dari Nama G S ST i ssmmm s s e e RRn TSRO CR e '
Alamat R P
Sebagai pembayaran eI L e e e et e e 00t rbaessseabaeee s s rnrerestasnreens bwsvssisdine 55 anrens
Kode Rekening Uraian | Jumiah (Rp)
Tanggal diteimauang ~ : ...
Mengetahui ;
Bendahara Penerimaan, Pembayar/Penyetor,
N!P ...................................................................................
Lembar asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan
Salinan2 ; Untuk PPKD
Salinan3 : Untuk PPK-SKPD
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LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015 |
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN '
Bagan Alur Prosedur Pembayaran Paja
Seksi Pemungutan | ~ WajibPajak o Bend.
dan Penetapan Pene-
.:_" MM'_“-} rimaan
wewi | I T | v
| TBP b3 |l | Mergel & | Rekapiuesi | Kasda
- menyershkan TBP |
| JESS H\r — b 1, 3, 4dan Sty \f
SPTPD Lb 1 [ serPD i
"SPTPDLb2 ‘ ' !
| ya | Menghitung Pajak
_ o Terutang |
menyetempel, L " Nihip ™
| menyerahkan Ib1 dan o
___mengarsip b2,3,4 \/
Tidak |
| SKP,SKPOKB, | s Mengisi SPTPD& | |
SKPDKBT, STPD |+ 4 — Ya»  TBP dg benar e
— 2 ”|-m & Jelas Tidak Longhep
Penundaan/ Permohonan |
. «— Tidak. | 1
L e | S -"W -
e | ar raran
| .._Tﬁ%ﬁ/)—-?a o
‘ Mermbayer di Bank e :
Non Kasda ;
B B
R < lengkap? —
] . TBP b1 Menyerahkan ~ -~
| TBP b2 —1- TBP , Buki | N
S TTFE N b | v
= a
| teewbe | ;
Bukt transfer ke | ] .
_ e J ' - | l:mmle
| _SPTPOLbt | SPTPDLb1 $ g TBP
SPTPD Lb2 L r |
~J _/——\ | B
] B | Wh ‘
| . [ TR l ‘ e ./'l_/__h%'
msiyslempel, —I .I— SPTPDLb 1 | ;ﬁtmsm_ﬁ
menyerahkan Ib1 dan J_I__;.i [ | \ /
| w 4 = ]
‘ | \
Ny
v \
o N ' /
_.i._ TBPLb 3 | \_\ / |
| TBPLb4 U
oz | | | i, |
Ly . ' 7 :
ARSIP  / ‘ !
."f
| |
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LAMPIRAN VII  : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2¢ TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagan Alur Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Wajib Pajak | Seksi Pemungutan Penetapan
- o s -
| Mengajukan permohonan Memeriksa kelengkapan
pembetulan: .‘ Sur:t Pe:’emﬁhonan L administrasi
SKPD,SKPDKB, SKPDKET, I | ™ permohonan
| il' PD, SKPDN, SKPDLB | pembetulan
.
’_ Betkas | s W
L | Permohonan s ~ B
o[+ T Lo >
“*-____,-/'/.- B . \‘\\?/,.
Ya
—
’T\dan&lm dan mengkaji
permohonan J
|
L -
——
] e
S Fendigkan ’1——Tidak— " Dikabukan? -
—— — \\"‘\ -
| - . |
SK Penolakan Ta

‘ l b2 | ‘

ﬂ-\J
N .

SK Pembetulan T SK Pembetulan |

¥l

\—J / .\%- )
| AV \V4
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LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR a& TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagan Alur Prosedur Penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD

Seksi Pemungutan dan Ponchpm

mmjl |

_i

SSPDLDd |
BLimTrnnshke |
( smpn b1 e

__iv_

]
Nhndn & rnu'rmkssSSPD
Bukti Transfer , SPTPD
Mmmmm
Derdnsm:an Insﬂ
Pemeriksaafiaporan
- Perhitungan Pajak Daerah
< Pajak tidakkurang Da'ra R | Nola Perhitungan
" SPTPD salah lullitung? e Pajak
Tigsk e Adakah Sanks nmmsrﬁ/ L
| B
. R,
—t hl.’!.d:dhﬂmmng s
— Y e o g —
’_m \\ B —LQmBaya
! Menerbitkan STFD) ‘ /
| \r’
L | Kurang Bayar
= - l | l
[ ‘ | Merertiban Menertitkan Wenertitkan ‘
L SKPDN J sxmxasxpnna'r ‘ | SKPOLB |
L.
B! [
. . e R
N - ‘ [ SKPDKB! s
POLb Y | SKPDN Lb 1 SKPDNLb 2 KPDKB/ [ kertom
| STPD Lb \| ‘ STFD Lb 2 ‘ ‘ ‘ \\ " IJ sxmnmu: SKPDKETLb p:r’x;:::
= o — =
T | l_ ' ARs.:7 ]
Mengirimkan | SKPBKB: W
e SKPDN kpd WP \ / SKPDKET Lb 1 M“PD"B
oI WP | SKPDKBT

i

Lo

' Dafter SKPDKB |\ ARSIP / Dsﬂx SKPDKB ? .G.RS|P 7 ‘
SKPOKBT \ J,r SKPDKBT \
forupdate | 7 | ferupcate | L \_,; |

ST N .
|

L o
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LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR <& TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

~ Bagan Alur Prosedur Pembukuan dan Pemerl!maan

| ‘Waijib Pajak | Seksi Pemenksfan

W | | " BassDala |/
(SPTD, SSPD, Bukti J Pemenuhan | |

' [ Membukukan seiuruh ‘
| transaksi usaha secaran‘

Seto Kewajiban
rutln E? leraturJ L ) J | | e [\
L
| | ‘ | Melakukan pekanzw?jm_
sederhana kantor
| _|—-—-—— ' membandingkan laporan
| WP dg Basis Data WP |
| SKPDLBSKPDKB | L P N
“"Ada perbedaan -
| | ‘ SKPDN Ib1 r ‘ H‘ —< il
. — Ny e
‘ o Sy
| SKPDLB Ib2 |
—e |
| ‘ J Ya
| | . : 1
| | | Arsap ; of
| | | A7
| | Surat Tugas dan EJ | ‘ Menquakan surat wg%
‘ v dokumen kelengkap _‘_ dan dokumen
| Laporan kas dan ban}( ! pame"kim" i kelengkapan
dafter utang piutang | ‘
| _ neraca &laba rugl
Dokumen Pendukung
_ | (Bill & Bukti Transaks}’-l S ____‘.‘
| Data-data lain terkait ™ ’ _
! dengan pajak terulan ‘
| /,_'_ o - - N
o | | N
‘ |  SKPDLB Ib1 Ld)lh BayarKurang ™.
| ——ebih < BayaiNiin - ]
| ey T / Nihil
[ —_ | kurang— Qj ‘
i |  SKPDKB ib1 :.'_%_I____ e |
|_ oy ‘ l L __+_ =
| :;— —] ] SKPDN Ib2
| | SKPDN b1 M T ‘ SePokBk2 || ‘
| ‘ SKPDLB Ib2 = J e y
— et I

...\ Arsip

rd

| WW Y\ \/ \v,




LAMPIRAN X

Pembetulan Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan Internal Dipenda

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

PAJAK PENERANGAN JALAN

Wajib Pajak Seksi Pemungutan dan Penetapan
Memeriksa
SKPD,SKPDKB,
SKPDKBT, STPD,
_ SKPDN, SKPDLB
Y
P 3 ~. —
P . fE ey
< Adakesalahan? >—Tidak-»{ selesai |
\-\\‘ ./-’ M T o
! Ya
| ! I SR
Menerbitkan SK
Pembetulan secara
jabatan
o [ |
. A ' . AN
SK Pembetulan | SK Pembetulan
| Secara Jabatan Ib 1 LSecara Jabatan Ib 2
‘Melakukan ' \ Amsip /
pembayaran atau | kY /
restitusi atau \\
‘ banding | hV4

A
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LAMPIRAN XI + PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 26  TAHUN 2015
TANGGAL 4 MARET 2015
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagan Alur Prosedur Restitusi

[ W&ljib Pajak Seksi Pameriksaa?l—
[ e 1 ===
‘ Mengajukan ‘ Surat Permohonan |
| | [} _ Meiakukan pemeriksaan
‘ W@s:clizalgrﬁls‘:ms' i‘bl Rest_rt’ui o .| ﬂ‘ S " sederhana kantor
L R —— e S ' =
| - o
SKPDLE/SKPDK® | | _aa e
| s perbedaan .
| e '_T’dak’_r T signifkan?
I"x___ ___/_.// b \‘\ //
2l \(
S A
| | |
' | |  SKPDLBIb2 |'
| | — | |
| "m._——/ w Yla
( Arsip / | ]
| \/ |
| \\‘_f’
| Surat Tugas dan Menyiapkan sura fugas |
 dokumen kelengkapan | dan dokumen
‘ pemeriksaan ‘F o _‘ kelengkapan
b | | pemerksaan |
.___*
| | Melakukan pemeﬁksaan‘
| ‘ sederhana lapangan ‘
| |
—_— L
SKPDLBIb 1 | /febm Bayar.-‘Kumng N
| |“‘" L_"‘b'“‘_—_ Bayan'lel? T
L e ‘ Nihil
‘M.__\_____’ /
_ | - —kurang—J |
[ SKPDKB Ib 1 L == ——’T —“—1———
| T o
. o | | ] _‘£ P |
e | ‘ —‘ SKPDN Ib 2
|
| — SKPDKBIb2 | | e
| SKPDN Ib 1 ! | ‘ —| | ‘ s g

‘ —— | ‘ SKPDLBIb2 | L ] “\“ i. :
\.-\-.-_ . . — ‘.\ i




